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Abstract: This paper examines legal certainty in online mortgage auctions and legal protection
for people involved. Online auctions improve the convenience, efficiency, and transparency of
mortgage object sales. The study employs a normative-empirical method with a regulatory
approach and execution. The findings reveal that online auctions have a solid legal foundation
in the Electronic Information and Transactions Law, the Mortgage Law, and the Minister of
Finance Regulation governing auction implementation procedures. Auction minutes, as
authentic deeds, nevertheless have complete evidentiary power. However, there are some
problems, such as electronic system outages, limited access to technology, and the possibility
of legal conflicts as a result of administrative errors. To ensure legal clarity in the operation
of online auctions, laws must be strengthened and adequate monitoring provided.
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Abstrak: Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam pelelangan objek hak tanggungan
secara online serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat. Perkembangan
teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem pelelangan dari konvensional menuju
elektronik. Pelelangan online memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam
pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan. Penelitian menggunakan metode normatif-
empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan implementasinya di
masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan online memiliki dasar hukum
yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Hak
Tanggungan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Risalah
lelang sebagai akta autentik tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun demikian,
terdapat tantangan berupa gangguan sistem elektronik, keterbatasan akses teknologi, dan
potensi sengketa hukum akibat kesalahan administratif. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan
regulasi, peningkatan keamanan sistem elektronik, serta pengawasan yang optimal guna
menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pelelangan online.

Kata Kunci: Pelelangan Online, Tanggunan, Hukum.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa
perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pelayanan
publik dan hukum. Salah satu bentuk modernisasi pelayanan publik yang berkembang di
Indonesia adalah sistem pelelangan secara online. Sistem ini digunakan oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelaksanaan pelelangan objek hak tanggungan.

Hak tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dibebankan pada
hak atas tanah guna menjamin pelunasan utang tertentu. Dalam praktik perbankan dan
pembiayaan, hak tanggungan menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum
bagi kreditor apabila debitor mengalami wanprestasi. Ketika debitor tidak dapat memenuhi
kewajibannya, objek hak tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum untuk
memperoleh pelunasan utang.

Pelaksanaan pelelangan online merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayanan lelang. Sistem elektronik memungkinkan peserta lelang
melakukan pendaftaran, pengajuan penawaran, dan pembayaran tanpa harus hadir secara fisik
di lokasi lelang. Selain itu, sistem ini mendukung asas transparansi dan kompetitif karena setiap
peserta memiliki kesempatan yang sama dalam proses penawaran.

Meskipun demikian, penerapan sistem online juga menimbulkan berbagai persoalan
hukum. Kepastian hukum menjadi isu penting karena proses pelelangan dilakukan melalui
media elektronik yang rentan terhadap gangguan teknis, penyalahgunaan data, maupun
sengketa administrasi. Oleh sebab itu, penelitian mengenai kepastian hukum dan perlindungan
hukum dalam pelelangan objek hak tanggungan secara online menjadi relevan untuk dikaji
secara mendalam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan
dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelelangan
objek hak tanggungan secara online, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat
implementasi ketentuan tersebut dalam praktik.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan pejabat lelang dan pihak terkait di lingkungan KPKNL. Data
sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, peraturan perundang-
undangan, serta dokumen hukum lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang
berlaku dan menghubungkannya dengan fakta empiris di lapangan. Dengan pendekatan ini
diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kepastian hukum dalam
pelaksanaan pelelangan online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelelangan objek hak tanggungan secara online di Indonesia telah
memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum
utama pelaksanaan lelang adalah Vendu Reglement, Undang-Undang Hak Tanggungan, serta
Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang.

Dalam praktiknya, pelelangan online dilakukan melalui platform elektronik yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Proses pelelangan dimulai dari
pengumuman lelang, pendaftaran peserta, penyetoran uang jaminan, pelaksanaan penawaran,
hingga penetapan pemenang lelang. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara elektronik
sehingga memudahkan masyarakat untuk mengikuti pelelangan dari berbagai wilayah.

Kepastian hukum dalam pelelangan online didukung oleh pengakuan terhadap dokumen
elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
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Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen elektronik, termasuk bukti penawaran dan
risalah lelang elektronik, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen konvensional.

Selain memberikan kepastian hukum, sistem pelelangan online juga memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak. Kreditor memperoleh jaminan pelunasan piutang melalui
penjualan objek jaminan. Debitor memperoleh kepastian bahwa pelelangan dilakukan sesuai
prosedur hukum dan asas keterbukaan. Pembeli lelang memperoleh perlindungan atas
kepemilikan objek yang dibelinya melalui risalah lelang sebagai akta autentik.

Di sisi lain, terdapat beberapa kendala dalam implementasi pelelangan online. Gangguan
jaringan internet dan kesalahan sistem dapat memengaruhi proses penawaran. Selain itu,
masyarakat yang belum memahami teknologi digital mengalami kesulitan dalam mengikuti
proses lelang online. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan literasi digital dan kualitas
infrastruktur teknologi informasi.

Prinsip transparansi dalam pelelangan online juga harus dijaga secara konsisten. Seluruh
informasi mengenai objek lelang, nilai limit, waktu pelaksanaan, dan tata cara pelelangan harus
diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Transparansi
menjadi bagian penting untuk mencegah praktik manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan
dalam pelaksanaan lelang.

Dalam konteks perlindungan hukum, pejabat lelang memiliki peran penting untuk
memastikan bahwa seluruh prosedur dilaksanakan sesuai ketentuan. Pejabat lelang
bertanggung jawab menyusun risalah lelang sebagai alat bukti autentik yang dapat digunakan
apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, profesionalisme pejabat lelang
sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pelelangan online.

Pelaksanaan pelelangan online juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi.
Dalam proses pendaftaran dan transaksi elektronik, peserta lelang menyerahkan data pribadi
yang harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Pelindungan
Data Pribadi menjadi penting guna mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab.

Selain itu, perkembangan teknologi digital menuntut adanya pembaruan regulasi secara
berkala. Regulasi yang adaptif akan mampu menjawab berbagai tantangan baru dalam
pelaksanaan pelelangan elektronik. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem hukum mampu
mengikuti perkembangan teknologi agar kepastian hukum tetap terjamin.

Dari sisi ekonomi, pelelangan online memberikan dampak positif karena memperluas
akses masyarakat terhadap objek lelang. Masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti
pelelangan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Hal ini meningkatkan daya saing dan potensi
tercapainya harga optimal dalam penjualan objek hak tanggungan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelelangan online merupakan bagian dari
reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik. Sistem elektronik mendukung terciptanya
pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, modernisasi
sistem pelelangan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Indonesia.

Pelelangan objek hak tanggungan secara online menunjukkan adanya transformasi digital
dalam sistem pelayanan publik di Indonesia. Implementasi sistem elektronik memberikan
kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan transparansi dalam proses pelelangan.
Namun demikian, penerapan teknologi informasi harus diimbangi dengan penguatan sistem
keamanan digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembaruan regulasi yang
berkelanjutan. Kepastian hukum menjadi aspek utama dalam menjamin bahwa seluruh proses
pelelangan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, sinergi antara
pemerintah, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan
untuk mewujudkan sistem pelelangan online yang akuntabel dan terpercaya.

Pelelangan objek hak tanggungan secara online menunjukkan adanya transformasi digital
dalam sistem pelayanan publik di Indonesia. Implementasi sistem elektronik memberikan
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untuk mewujudkan sistem pelelangan online yang akuntabel dan terpercaya.

Pelelangan objek hak tanggungan secara online menunjukkan adanya transformasi digital
dalam sistem pelayanan publik di Indonesia. Implementasi sistem elektronik memberikan
kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan transparansi dalam proses pelelangan.
Namun demikian, penerapan teknologi informasi harus diimbangi dengan penguatan sistem
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KESIMPULAN

Pelelangan objek hak tanggungan secara online merupakan bentuk modernisasi
pelayanan publik yang memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi dalam proses
pelelangan. Pelaksanaan lelang online telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik dan pelaksanaan
lelang.

Kepastian hukum dalam pelelangan online tercermin dari pengakuan terhadap dokumen
elektronik sebagai alat bukti yang sah serta keberadaan risalah lelang sebagai akta autentik.
Selain itu, sistem pelelangan online juga memberikan perlindungan hukum bagi kreditor,
debitor, pembeli lelang, dan pejabat lelang.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa gangguan teknis, keterbatasan
literasi digital masyarakat, dan perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu
terus meningkatkan kualitas sistem elektronik, memperkuat regulasi, serta meningkatkan
pengawasan agar pelaksanaan pelelangan online dapat berjalan secara optimal dan memberikan
kepastian hukum yang lebih baik.
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